BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL DALAM
PUTUSAN NO. 98/PID.B/2007/PN.KTL TENTANG TINDAK

PIDANA PEMBAJAKAN DI TEPI LAUT

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.
98/Pid.B/2007/PN.Ktl Tentang Tindak Pidana Pembajakan Di Tepi Laut

Indonesia adalah Negara hukum dengan seperangkat aturan yang
mengatur segala tingkah laku manusia di dalamnya. Hukum mempunyai
fungsi untuk memaksa seseorang untuk mentaati segala aturan di dalamnya
demi kepentingan bersama. Sebagai warga Negara Indonesia kita wajib
mematuhi segala aturan yang ada, aturan-aturan itu berupa undang-undang
yang disusun oleh dewan legislatif yang bertujuan untuk membatasi perilaku
masyarakat agar ti dak merugikan pihak manapun.

Segala perilaku yang tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia
yang mampu mengakibatkan dan menimbulkan suatu kerugian dan
keresahan masyarakat dikatakan sebagai tindak pidana. Kerugian itu
dirasakan oleh masyarakat secara individu atau kelompok.

Salah satu yang termasuk dalam tindak pidana yaitu pembajakan di tepi

laut, pembajakan di tepi laut adalah melakukan perbuatan kekerasan
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terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya di perairan
Indonesia. Tindak pidana pembajakan di tepi laut merupakan tindak pidana
yang seharusnya memiliki pandangan khusus dalam memutus perkara,
karena dalam tindak pidana ini pelaku telah sengaja melakukan kekerasan
demi untuk merampas barang yang terdapat diaras kapal di perairan
Indonesia.

Bajak Laut didefinisikan sebagai orang yang melakukan tindakan
kekerasan di laut. Untuk membedakannya dari petugas Negara yang juga
menggunakan kekerasan di laut dan bertindak atas nama Negara, maka
dibuat pembatasan bahwa yang diartikan sebagai Bajak Laut adalah orang
yang melakukan kekerasan di laut tanpa mendapat wewenang dari
pemerintah untuk melakukan tindakan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan
itu dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok
tertentu. Dalam hal ini, ia melanggar hukum Negara dan dianggap sebagai
seorang kriminal.!

Dalam tindak pidana pembajakan di tepi laut ini menurut penulis
berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi dan terdakwa tindakan yang
dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam
pasal 439 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai

! Adrian B. Lapian, Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 1.
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kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau
terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

(2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah

"Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tindak pidana
yang dilakukan oleh terdakwa Komarudin bersama-sama dengan teman-
temannya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 439 ayat
1 dan 2 KUHP, yang dimana mereka telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana pembajakan di tepi laut. Unsur-unsur yang yang di dakwakan
majelis Hakim adalah sebagai berikut?:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Dengan Memakai Kapal;

3. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Terhadap Kapal Lain atau

Terhadap Orang Atau Barang Di Atasnya.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman,
yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hakim dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya Negara hukum.? Adapun dalam memeriksa dan memutus
perkara pidana, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan
hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dalam KUHAP,

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) yang menyebutkan

2 Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl, 17.
3 Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Amartha Buku,
1988), 30.
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putusan pemidaan memuat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang
memberatkan terdakwa. KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan
memberatkan pidana yaitu:*

1) Jabatan;

2) Pengulangan (recidive);

3) Penggabungan (concursus).

Sedangkan hal-hal yang meringankan menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) adalah:

1) Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3);

2) Membantu atau medeplichggheid (Pasal 57 ayat 1 dan 2);
3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Adapun terkait dengan perkara No. 98/Pid.B/2002/Pn.Ktl tentang
pembajakan di tepi laut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 439 KUHP,
hukuman terdakwa juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan
para nelayan pada khususnya;

2. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada para nelayan
untuk pergi melaut karena merasa terancam akan keamanan dan
keselamatan diri mereka;

3. Masalah pembajakan di laut adalah masalah nasional karena

menyangkut keamanan jalur pelayaran di laut;

4 E. Utrech, Hukum Pidana II, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 137.
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4. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Korban KAHARUDIN,
SH sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
b. Hal-hal yang meringankan
1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui secara
terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum.

Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memutus
perkara berdasarkan pada pasal 439 KUHP, Mengingat tindak pidana yang
dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 439 KUHP
yaitu melakukan kekerasan terhadap seseorang diatas kapal di perairan
Indonesia demi untuk merampas suatu barang. Di dalam KUHP hukuman
yang harus dijatuhkan kepada terdakwa adalah paling lama 15 (lima belas)
tahun penjara. Dalam perkara tersebut Hakim hanya memutus hukuman 7
(tujuh) tahun penjara yang mulanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum
menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 12 (dua belas)
tahun penjara.

Adapun yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus
segala perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan
selain KUHP adalah hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Dalam hal ini pertimbangan hukum hakim tersebut berdasarkan kepada
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sesuatu yang dapat berdampak negatif serta segala sesuatu yang dapat
merugikan terdakwa maupun pihak yang lainnya.’

Memang sulit bila akan mengukur secara matematis terkait dengan
putusan Hakim yang bagaimana putusan tersebut dianggap sudah memenuhi
rasa keadilan atau tidak. Akan tetapi tentu ada indikator yang dapat
digunakan untuk melihat dan merasakan hal tersebut. Indikator tersebut
antara lain dapat dilihat dari “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim.
Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus
suatu perkara. Dan apabila argumentasi hukum tersebut tidak benar dan
tidak sepantasnya, maka seorang hakim tersebut dapat dinilai bahwa
putusan yang ia kemukakan tidak benar dan tidak adil.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana yang
dapat mengakibatkan kerugian dalam sektor pelayaran, selain itu tindak
pidana pembajakan yang dilakukan perompak pada nelayan berdampak pada
psikologis para nelayan yang dimana hal ini dapat mengakibatkan rasa
trauma atau rasa takut kepada para nelayan untuk melakukan kegiatan di
laut.

Adapun jika dilihat dari beberapa hal yang dapat memberatkan
hukuman terdakwa seperti halnya telah disebutkan di atas, yang pertama
yakni perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan para
nelayan pada khususnya. Dalam hal ini, penulis beranggapan masyarakat

yang kehidupan ekonomi bergantung pada pengumpulan makanan atau

SR. Soesilo, Kitab Undang-Undang..., 209.
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bekerja dengan mata pencaharian yang bergantung pada laut merasa resah
akan adanya tindakan yang membahayakan warga sekitar laut dan
khususnya kepada nelayan yang mencari natkah di laut. Adapun dampak
yang timbul dikalangan masyarakat adalah hilangnya keseimbangan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat. Mengenai hal yang memberatkan
yang kedua, yakni perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada para
nelayan untuk pergi melaut karena merasa terancam akan keamanan dan
keselamatan diri mereka. Dalam hal ini dampak yang timbul adalah trauma
terhadap para nelayan dikarenakan perompakan sering melibatkan kekerasan
dan perompakan dapat mengakibatkan jatuhnya korban dan dapat
melahirkan teas kejahatan dan atitesa kejahatan yang baru serta
berkelanjutan dengan adanya fakta yang semakin meningkatnya tingkat
kriminalitas di Indonesia.

Yang ketiga, masalah pembajakan di laut merupakan masalah nasional
karena menyangkut keamanan jalur pelayaran di laut juga termasuk dalam
hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Kejahatan pembajakan di laut
dapat mengakibatkan kerugian dalam sektor pelayaran serta ekonomi, dan
perdagangan di Indonesia. Sebab nelayan merasa takut, resah akan adanya
perompakan yang mengancam jiwa mereka ketika hendak mengambil ikan di
laut. Adapun hal yang memberatkan keempat yakni perbuatan terdakwa
yang telah merugikan korban dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-. Dalam
hal ini, sebagaimana terdakwa telah merugikan korban dengan bentuk

materiil, maka kejahatan yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan
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terhadap kekayaan. Maka dalam penetapan hukuman harusnya terdakwa
dituntut untuk mengganti kerugian yang diterima oleh korban sehingga hal
tersebut dapat meringankan hukuman terdakwa. Namun dalam putusan No.
98/Pid.B/2007/Pn.Ktl tidaklah mencantumkan ganti rugi atau denda yang
harus dibayar oleh terdakwa.

Dan mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana yang
telah dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yakni yang
pertama, terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui terus terang
perbuatannya. Dalam hal ini, penulis beranggapan penyesalan terdakwa
tidak dapat dijadikan alasan atau landasan hakim dalam meringankan
hukuman terhadap terdakwa karena hakim tidak dapat memastikan secara
langsung kebenaran dari ungkapan penyesalan terdakwa tersebut. Kecuali
terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib sebelum
persidangan berlangsung. Selanjutnya mengenai terdakwa yang mengakui
secara terus terang juga merupakan hal yang meringankan menurut penulis
tidaklah tepat sebab dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHAP yang
menyatakan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti
yang sah. Pengakuan terdakwa sebagai alasan peringanan pidana tidak
diperlukan sebab alat bukti lain seperti halnya keterangan saksi yang sudah
menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana
sebagaimana yang telah didakwakan. Yang kedua, terdakwa adalah tulang
punggung keluarga juga merupakan salah satu hal yang meringankan hukum

terdakwa. Menurut penulis, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan hakim
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dalam memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa sebab
dikhawatirkan kelak ketika terdakwa bebas, terdakwa melakukan kejahatan
serupa demi tujuan menafkahi keluarganya. Dan hal meringankan hukuman
yang ketiga adalah terdakwa masih berusia muda dan belum pernah
dihukum. Dalam hal ini penulis beranggapan terdakwa yang masih berusia
tidaklah tepat jika dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim dalam
meringankan hukuman, sebab umur yang dimiliki oleh terdakwa yakni
berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Lain halnya apabila usia terdakwa
berada di bawah umur. Dan mengenai terdakwa yang belum pernah dihukum
atau dapat disebut juga dengan first offender, dalam hal ini patut untuk
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman. Sebab, dalam
Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang mencantumkan mengenai
residivis (pengulangan) dalam hal ini merupakan hal yang memberatkan
hukuman dalam pertimbangan hakim sebagaimana yang sudah dijelaskan di
atas.

Adapun terkait dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik yang
digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembajakan di tepi
laut, menurut penulis hendaknya dimasukkan ke dalam hal yang dapat
memberatkan hukuman terhadap terdakwa. Sebab hal tersebut dapat

mengancam jiwa korban yang hendak di rompak.
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B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl
Tentang Tindak Pidana Pembajakan Di Tepi Laut

Islam sebagai agama wahyu, mengemban amanah untuk menjaga
kemaslahatan manusia sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan
lil alamin). Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keselamatan
serta kedamaian dirinya serta sesamanya. Islam mengharamkan dan melarang
tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan umat muslim
diantaranya adalah Afa>bh (perampokan).

Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta, Alquran
surah Annisa ayat 188 menjelaskan “dan janganlah kamu memakan harta
orang lain diantaramu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa
(urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian
dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian
mengetahui.”

Mengenai tindak pidana pembajakan yang dilakukan di tepi laut
termasuk dalam kategori jarimah Afabak , mengingat tindak pidana tersebut
sudah memenuhi unsur-unsur jarimah Agabak yaitu unsur jarimah hirabah
adalah keluar untuk mengambil harta, baik kenyataannya si pelaku
perampokan mengambil harta ataupun tidak mengambil harta (dengan kata
lain hanya menakut-nakuti saja). Jadi, di dalam jarimah Afabak ini terdapat

beberapa kemungkinan yaitu:¢

¢ Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah. .., 122.
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a. Seseorang keluar untuk mengambil harta secara terang-terangan
namun ia hanya mengadakan intimidasi, dan tidak jadi mengambil
harta serta tidak membunubh;

b. Seseorang keluar untuk mengambil harta secara terang-terangan dan
kemudian mengambil harta tanpa mem bunuh;

c. Seseorang keluar hendak merampok dan membunubh, tetapi ia hanya
mengambil harta korban dan tidak jadi membunuh;

d. Seseorang keluar hendak merampok dan membunuh, kemudian
pelaku mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah,
definisi A/}irbzh adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan
yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil
harta, atau membunuh orang.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pendapat
Hanafiyah merupakan tindak pidana perampokan (Afa>bh) karena terdakwa
telah terbukti melakukan pengambilan harta yang berada dikapal nelayan
secara paksa. Pengertian ini juga diperkuat dengan argumen Imam Syafi’i dan
Imam Malik yang menyatakan bahwa tindak pidana perampokan (Afra>ah)
merupakan tindakan dimana seseorang dengan sengaja mengambil harta milik
orang lain dengan cara kekerasan, taktik, menakut-nakuti korban dan

semacamnya.’

7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 94.
8 Ibid., 95.



67

Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain
pembunuhan. Untuk jenis tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya
dibunuh atau disalib. Alasannya adalah karena pada awalnya setiap
pembunuhan hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati), sehingga tidaklah
tepat apabila tindak pidana pembunuhan dalam perampokan dihukum dengan
potong tangan dan kaki atau pengasingan. Sementara Zhahiriyah dalam
menerapkan ayat tersebut menganut khiyar mutlak sehingga memberikan
kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa saja yang sesuai
menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari keempat jenis

perbuatan tersebut.’

Hukuman terhadap tindak pidana pembajakan di tepi laut sebagaimana
yang terdapat di dalam putusan No. 98/Pid.B/2007/PN.Ktl ini dikategorikan
pembajak yang hanya mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan.
Dalam hal ini, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan
Syi’ah Zaidiyah, hukumannya adalah di potong tangan dan kakinya dengan
bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sedangkan Imam
Malik berpendapat, bahwa sesuai dengan penafsiran huruf “aw” dalam Surah
Almaidah ayat 33, hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan
harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang terdapat
dalam Surah Almaidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Hal ini karena
karena hfra>bh adalah pencurian berat, sedangkan hukuman pokok untuk

pencurian adalah potong tangan. Oleh sebab itu, untuk perampokan jenis

9 Ibid., 99-100.
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kedua ini tidak boleh lebih ringan dari potong tangan.'® Pada dasarnya tujuan
penjatuhan hukuman itu sama dengan tujuan penjatuhan hukuman pencurian.
Akan tetapi karena biasanya jarimah perampokan dikerjakan di jalan-jalan
umum yang jauh dari keramaian maka pembajak pada umumnya yakin akan
keberhasilan perbuatannya dan keamanan dirinya. Kondisi yang seperti itulah
yang menjadi penguat faktor kejiwaan yang menimbulkan perbuatan jarimah
dan yang mengalahkan faktor kejiwaan yang mejauhkannya. Oleh karena itu
hukuman harus diperberat agar kedua faktor te rsebut dapat seimbang.
Hukuman untuk tindak pidana pembajakan ini sama dengan hukuman
pencurian dua kali. Pelipatan hukuman disini adalah adil, karena bahaya
perampokan lebih besar daripada bahaya pencurian biasa dan kesempatan
untuk meloloskan diri lebih banyak daripada kesempatan dalam pencurian

biasa.!! Hal ini berdasarkan alquran Surah Almaidah ayat 33 yang berbunyi:
MG ) s std 2 dsms A G 1Esdd)s 13E 1ad
G2, O Cplsdigl E o pd 1D po od Bl Tsid sl sdils
adiE I3 B1E I b & \@d s E a0 SN

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka
dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan laki-laki mereka dengan

bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat k ediamannya)”.!?

Namun, di dalam Alquran surah Almaidah ayat 34 yang berbunyi:

10 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana. .., 102.

' Abdur Rahman, 7indak Pidana ..., 56.

12 Departemen Agama R, A/ Qur’an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin), (Semarang:
CV. Asy-Syifa’, t.t.), 238.
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A5 W Ol sd Ihe @ 15 Sa0l Jedion 1 sG] J)

Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat
menguasai (menangkap) mereka maka ketahuilah bahwasanya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Almaidah: 34).13

Jadi, apabila orang yang melakukan jarimah hirabah itu sudah
menyatakan taubat maka hapuslah hukumannya, walaupun ia telah
menyelesaikan jarimah itu. Dengan demikian maka lebih-lebih lagi kalau
jarimah hirabahnya itu tidak diselesaikan.'#

Mengenai hal tersebut, berdasarkan hal-hal yang meringankan terdakwa
dalam putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl yakni menyesali perbuatannnya
sebagaimana yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, jika digiyaskan dengan
hukum pidana Islam sama halnya dengan bertobat. Dan mengenai hal yang
meringankan hukuman terdakwa kedua yakni terdakwa merupakan tulang
punggung keluarga, dalam Islam memberi nafkah adalah kewajiban seorang
suami. Dan yang ketiga mengenai terdakwa masih berusia muda dan belum
pernah dijatuhi hukuman, dalam Islam terkait dengan pertama kali
melakukan jarimah maupun pengulangan jarimah tidaklah ada perbedaan
hukuman antara keduanya. Tobat sebagaimana dijelaskan dalam Alquran
Surah Almaidah ayat 34, dapat dijadikan landasan hakim dalam memutus
sebuah perkara dan salah satunya yakni perkara dalam tindak pidana

pembajakan di tepi laut.

13 Departemen Agama RI, A/ Qur’an dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin), (Semarang:
CV. Asy-Syifa’, t.t.), 238.
14 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar..., 65.
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Ayat ini, dijadikan dasar sementara oleh ulama untuk menggugurkan
aneka sanksi atau hukum Allah apabila pelakunya benar-benar bertaubat.
Adapun tobat dalam hal ini, menurut penulis harus benar-benar taubat
nashuha atau dalam arti lain harus tobat lahir dan batin. Namun kita sebagai
manusia tidak dapat mengetahui batin seseorang kecuali Allah SWT. Bukti
taubat ini dapat dilihat melalui pertanda mereka mulai sadar, insyaf,
mengakui kesalahannya dan mulai memperbaiki hidupnya menjadi lebih
bersih. Maka hukuman-hukuman berat itu bolehlah tidak dilakukan lagi

terhadap dirinya, setelah hakim menyelidiki benar tobatnya.

Mengenai masalah tobatnya para pelaku A}irzbaltersebut, Ibnu Rusyd
dalam kitab Bidayah Al Mujtahid memberi ulasan akan apa yang dapat
digugurkan oleh tobat. Para ulama masih berbeda pendapat satu sama lain

dan perbedaan itu dikate gorikan menjadi empat kelompok yaitu:'>

1. Tobat hanya dapat menggugurkan had /4/}irbzh saja. Sedangkan hak-
hak Allah SWT dan manusia lainnya tetap dituntut (tidak hapus
karena pertobatan). Hal ini merupakan pendapat Imam Malik.

2. Tobat dapat menggugurkan had A}irbzh dan semua hak Allah SWT,
seperti hak dan tuntutan terhadap perbuatan zina, meminum
minuman keras dan sebagainya. Sedangkan hak manusia tetap

dituntut kecuali bila pihak korban telah memaatkan.

15 Ali Abubakar, “Rekontruksi Posisi Pertobatan Dalam Hukum Pidana Islam”, Madania, Vol. 19,
No. 1 (Juni, 2015), 98-99.
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3. Tobat menggugurkan semua hak Allah, tetapi tetap dituntut hak
manusia dalam kasus pembunuhan dan perampasan harta yang masih
ada pada pelaku A /}irbah.

4. Tobat menggugurkan semua hak manusia, baik dalam kasus
pembunuhan maupun perampasan harta, kecuali harta yang masih
ada pada pelaku A /}irbah.

Adapun yang terkait dengan kata tobat atau menyesali perbuatannya
terdakwa, penulis sependapat dengan kata tobat yang dimaksud oleh Imam
Malik. Imam Malik mengatakan, tobat hanya dapat menggugurkan had
hlirbah saja. Sedangkan hak-hak Allah SWT dan manusia lainnya tetap
dituntut. Dalam hal ini, penulis beranggapan apabila dikaitkan dengan
perkara pidana No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl yakni dalam perkara A}irbzh, yang
telah menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman
terdakwa sangatlah diperlukan. Namun sebagaimana yang telah diungkapkan
Imam Malik, penulis beranggapan bahwa tobat hanya dapat menggugurkan
had Ahj}irbah saja. Dalam hal ini yang menjadikan gugurnya had A}irkah
adalah diperingankannya hukuman terdakwa, namun mengenai hak manusia
lainnya tetap dituntut. Sebagaimana dalam hal yang memberatkan terdakwa
telah disebutkan bahwa terdakwa telah merugikan korban dengan kerugian
sebesar Rp. 5.000.000,- dan beberapa hal yang memberatkan lainnya.

Dan mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa
sebagaimana dalam putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl, jika di Indonesia hal

tersebut disamakan dengan hukuman isolasi atau diasingkan ke
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nusakambangan. Adapun dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki
kewenangan penuh dalam menentukan hukuman yang kiranya dapat dianggap
adil dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
Begitu pula dengan lamanya pengasingan yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Namun sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukuman jenis
pengasingan tersebut, apabila diterapkan pada terdakwa pelaku kejahatan
perompakan yang mengambil harta tanpa membunuh tidaklah tepat. Sebab
hukuman pengasingan sebagaimana yang telah ditentukan, para ulama
sepakat untuk menjatuhkan hukuman pengasingan yakni hukuman paling
ringan yang menurut hukum pidana Islam hanya untuk diterapkan kepada

pelaku A/}irbah yang hanya menakut-nakuti saja.



